WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
KOTA SERANG TAHUN 2020-2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem penyediaan
air minum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat
dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang
memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas
maka diperlukan adanya penyelenggaraan dan
penyediaan air minum yang berkualitas sehingga
masyarakat dapat hidup sehat dan produktif;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Rencana Induk
Pengembangan Air Minum,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Induk
Sistem Penyediaan Air Minum Kota Serang Tahun
2020-2040;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-Undang .....



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4275);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi
Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4748);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5676);
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015
tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5801);
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang
Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan
Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1462);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun. 2016 Nomor 1154);

MEMUTUSKAN .....
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA INDUK

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA SERANG TAHUN
2020-2040.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Serang.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai wunsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Walikota adalah Walikota Serang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah.

Air Baku untuk Air Minum Rumah Tangga, yang selanjutnya disebut
Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air
hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai Air Baku
untuk Air Minum.

Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses
pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat
kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari adalah air untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum,

masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah.

8. Kebutuhan .....




10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan Air Minum untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang
sehat, bersih, dan produktif.

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM

merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.

. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan

pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti
proses dasar manajemen untuk penyediaan Air Minum kepada
masyarakat.

Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang dilakukan terkait dengan
ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi
kuantitas, kualitas, dan kontinuitas Air Minum yang meliputi
pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan.

Peningkatan adalah upaya untuk penambahan kapasitas dan/atau
volume dari sarana dan prasarana SPAM yang tersedia baik sebagian
maupun keseluruhan.

Pengembangan Kelembagaan adalah kegiatan untuk mewujudkan
pelaksanaan Pengelolaan SPAM yang mengikuti tata kelola perusahaan
yang profesional dan akuntabel.

Izin Pengusahaan Sumber Daya Air adalah izin untuk memperoleh
dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan
kegiatan usaha.

Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat
RISPAM adalah dokumen perencanaan Air Minum jaringan perpipaan dan
perencanaan Air Minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi
kebutuhan Air Minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa
tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-
dimensinya.

SPAM Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM JP adalah satu
kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan
kepada pelanggan melalui sistem perpipaan.

SPAM Bukan Jaringan Perpipaan yang selanjutnya disingkat SPAM BJP
merupakan satu kesatuan sarana prasarana penyediaan Air Minum yang

disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan.
Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai
penerima layanan Air Minum dari Penyelenggara yang dilayani dengan

sambungan individual maupun komunal.
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BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) RISPAM merupakan penjabaran dari Rencana Induk Sistem Penyediaan Air

Minum untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan bagian

dari Perencanaan Pengembangan SPAM.

(2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat sebagai berikut :

(3)

a. gambaran umum daerah;

b. kondisi SPAM eksisting;

c. standar/kriteria perencanaan;

d. proyeksi kebutuhan air;

e. potensi air baku;

f. rencana induk dan pra desain pengembangan SPAM,;
g. analisis dan keuangan; dan

h. pengembangan kelembagaan pelayanan Air Minum.

RISPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disusun untuk menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan.

(4) RISPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) menjadi pedoman bagi

Pemerintah Daerah dalam :
a. pengembangan SPAM Tahun 2020-2040;

b. menyusun prioritas dan plafon Anggaran Pengembangan SPAM.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan RISPAM disusun sebagai berikut :

a. Babl Pendahuluan;

b. BablIl Gambaran Umum Kota Serang;

c. BablIll Kondisi SPAM Eksisting;

d. BabIV Standar/Kriteria Perencanaan;

e. BabV Proyeksi Kebutuhan Air;

f. Bab VI Potensi Air Baku;

g. Bab VII Rencana Induk dan Pra Design Penyelenggaran SPAM;
h. Bab VIII Analisis Keuangan; dan

Bab IX Pengembangan Kelembagaan.

b o
.

(2) Sistematika .....
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(2) Sistematika penyusunan RISPAM sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 4
(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RISPAM ditinjau paling lama 5
(lima) tahun sekali.
(2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RISPAM dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.
Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 April 2021
WALIKOTA SERANG,
SYAFRUDIN
Diundangkan di Serang

pada tanggal 20 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2021 NOMOR 128



